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Sumber gambar: 

https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/227327/fisik-sudah-100-dinas-pupr-kalsel-pastikan-

sarpras-gor-paman-birin-rampung-bulan-agustus 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan 

Selatan terus menggenjot pengerjaan sarana dan prasana (sarpras) Gelanggang Olahraga 

(GOR) milik Pemprov Kalsel. 

Progres pengerjaan sarana dan prasana Gelanggang Olahraga (GOR) Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mencapai 22 persen dengan target selesai 

pertengahan Agustus 2024 mendatang. 

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Bidang Cipta Karya 

PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah mengatakan, bangunan utama GOR Pemprov Kalsel yang 

telah rampung dengan kontrak pengerjaan selesai pada bulan Desember tahun 2023 lalu 

dan saat ini memasuki pengerjaan penunjang yakni sarana dan prasana. 

“Fisik bangunan sudah 100 persen, sedangkan untuk sarpras telah mencapai 22,25 

persen dan diselesaikan dalam waktu 5 minggu kedepan,” ungkap Yulianti. 

Rencananya, pada bulan Agustus, selesainya pengerjaan sarpras akan dilakukan 

peresmian sekaligus menandai pembukaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke XIV 

di Kalimantan Selatan. 

“Jadi GOR ini digunakan sebagai venue pembukaan dan penutupan dalam 

Porwanas mendatang,” kata Yulianti. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan Pastikan 

Pembangunan Sarana Prasarana Gelanggang Olahraga dan Remaja 
Pemerintah Provinsi Rampung di Agustus
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Ia berharap, keberadaan GOR dengan daya tampung 3000 orang yang berlokasi 

kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru ini dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat, pecinta maupun pegiat olahraga. 

“Semoga keberadaan GOR Paman Birin ini dapat menjadi wahana bagi 

masyarakat dalam melakukan aktifitas berolahraga,” pungkasnya.  

Adapun pekerjaan yang dikerjakan pada sarana dan prasana ini adalah Penanaman 

Rumput gajah mini keliling bangunan, Pekerjaan saluran konksi bangunan ke kawasan, 

Pekerjaan saluran kawasan, pasang lampu PJU dan lampu taman, Pemasangan ACP sisi 

Depan, Utara, selatan, pemasangan Kanstin sisi depan bangunan, pemasangan paving 

depan bangunan, Pegadaan dan pemasangan kursi TRIBUN, pengecatan tribun, 

Pengadaan dan Pemasangan Sound system, Integrasi Vidiotron. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/227327/fisik-sudah-100-dinas-

pupr-kalsel-pastikan-sarpras-gor-paman-birin-rampung-bulan-agustus, 12 Juli 2024.  

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/12/dinas-pupr-kalsel-pastikan-

pembangunan-sarpras-gor-pemprov-rampung-di-agustus/, 12 Juli 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


